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Abstrak
 

Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan berikut penanganan dampak sosial yang diakibatkannya,

harus dilakukan dengan tidak saja mematuhi peraturan perundang-undangan namun juga

mempertimbangkan konteks sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Namun ternyata implementasi

dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan

pengadaan tanah untuk pembangunan, justru sering menafikan realitas sosial, budaya dan ekonomi warga

masyarakat, sehingga dalam menerapkan ketentuan pemberian ganti kerugian, dirasakan sebagai sesuatu

yang tidak adil. Penelitian ini berfokus pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka

pembangunan nasional melalui studi sosiolegal kegiatan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Rel

Ganda di Kota Surakarta dan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam. Masalah yang diangkat

dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan hukum yang mengatur pengadaan tanah dalam rangka

pembangunan nasional berikut penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan dari kegiatan

tersebut. Selain itu juga implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan

sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah di kedua locus penelitian dan kebijakan penanganan

dampak sosial kemasyarakatan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga

masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal ini mengumpulkan data melalui studi tekstual dan studi

lapangan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa

ketentuan hukum tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat kegiatan pengadaan

tanah untuk pembangunan masih belum mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat terdampak karena

minimnya pertimbangan terkait ketidakseimbangan modalitas dari masing-masing warga masyarakat.

Adapun berkenaan implementasi pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan tersebut

dapat dikemukakan bahwa di kedua locus terdapat perbedaan dalam hal pemberian ganti kerugian.

Selanjutnya tentang kebijakan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga

masyarakat terdampak, maka kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada keadilan korektif yang dilandasi

progresivitas hukum. Pun asesmen terhadap dampak sosial harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,

agar para pemilik modal (investor) dapat meyakini bahwa modal yang ditanamkannya tetaplah

menguntungkan. 

......Land procurement activities for development and the managing of the social impacts must be done not

only complying with laws and regulations, but also considering the socio-cultural context that develops in

the community. However, it appears that the implementation of regulations regarding the management of
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social community impacts as a result of land procurement activities for development, often ignores the

social, cultural and economic realities of the community members, so that in applying the provisions of

compensation, it is felt as something unfair. This research focuses on the handling of social impacts in the

context of national development through a socio-legal study of land procurement activities for the Double

Rail Construction Project in Surakarta, Central Java and Rempang Eco-City in Rempang Island, Batam City,

Riau Islands Province. The problem raised in this research is about the legal provisions governing land

procurement in the context of national development along with the handling of social community impacts

arising from these activities. In addition, the implementation of the regulation on the handling of social

community impacts as a result of land procurement activities in both research locus and the policy of

community social impact management should be able to perceive justice and welfare for citizens. This non-

doctrinal legal research collects data through textual studies and field studies. The data is then analyzed

qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal provisions regarding the

handling of social community impacts as a result of land procurement activities for development have not

yet achieved justice for affected community members due to the lack of consideration related to the

imbalance of the modalities of each community member. Regarding the implementation of the regulation on

the handling of social community impacts, it can be stated that in the two locus there are differences in terms

of compensation. Furthermore, regarding policies that should be able to attained justice and welfare for

affected community members, the policies made must be based on corrective justice based on legal

progressivity. Even the assessment of social impacts must be carried out transparently and accountably, so

that capital owners (investors) can be sure that the capital they invest is still profitable.


